PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
\ol. 3 No. 06, Nopember (2023) e-ISSN: 2797-0469

EFEKTIVITAS PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN WISATA KEBUN BINATANG SURABAYA

Suci Rachma Dwi Pratiwi
Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
sucirachma87@gmail.com;

Djoko Widodo
Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
papa.wiedya@gmail.com;

Radjikan
Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas
pengelolaan wisata Kebun Binatang Surabaya melalui collaborative governance
serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada Kebun Binatang
Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebun Binatang Surabaya
menerapkan adanya collaborative governance yang dikatakan sudah efektiv.
Dengan adanya kolaborasi maka pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Kebun
Binatang Surabaya telah berjalan meskipun dalam proses tersebut tentunya pasti
ada kendala tetapi pihak Kebun Binatang Surabaya bisa melewatinya. Faktor
penghambat dalam Kebun Binatang Surabaya terdapat beberapa kendala dalam
sarana dan prasarana yaitu masih belum memperbaiki kendang hewan sedangkan
pada faktor pendukung pihak Kebun Binatang Surabaya mampu memberikan
promosi agar pengunjung minat berwisata di Kebun Binatang Surabaya.

Kata kunci: Kebun Binatang Surabaya, Collaborative Governance, Pengelolaan

A. PENDAHULUAN

Pariwisata yang ada di Indonesia merupakan salah satu sektor yang
memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung sebuah perkenomian
negara, seperti informasi dari berita sosial media bahwa kontribusi pariwisata
terhadap PDB telah mulai stabil. Menurut Sandiaga “Tahun depan diharapkan
meningkat menjadi 4,3 persen dan nilai ekspor industri kreatif meningkat
signifikan menjadi 21,28 miliar”. Terkait jumlah wisatawan mancanegara
Sandiaga menjelaskan bahwa jumlahnya akan meningkat menjadi 4,05 juta orang
pada 2020 dan turun menjadi 1,5 juta pada 2021. Berita dari Kominfo pada tahun
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2022 mengenai “Menparekraf Optimis Sambut Tahun 2022 dengan Kebangkitan
Pariwisata” menurut penjelasan Bapak Sandiaga bahwa “Bagaimana nilai devisa
pariwisata kita yang tadinya turun anjlok di 2020, kita perbaiki dan ada
peningkatan di 2022, yang berangkat dari bagaimana 2021 kita benahi,"
Pandangan optimis ini terlihat dari perkembangan produk domestik bruto (PDB)
pariwisata Indonesia di tahun 2022. Terlihat dari data yang disajikan Sandiaga,
bahwa PDB pariwisata Indonesia berada di angka 4,2 persen pada 2021 dan
diprediksi tumbuh menjadi 4,3 persen di 2022.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang
wisata yang dilakukan oleh seorang untuk mengunjungi tempat dengan tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, dan fungsi pariwisata ini memiliki potensi dalam
mengembangkan sebuah pariwisata yang mempunyai pengaruh penting salah
satunya dalam memberikan pengembangan dan pengelolaan yang bersumber dari
kunjungan wisata.

Salah satu wisata yang ada di Kota Surabaya adalah Kebun Binatang
Surabaya. Kebun Binatang Surabaya dalam pengelolaanya ini belum adanya daya
dukung secara optimal seperti pengelolaan pariwisata yang berhubungan dengan
modal, aksebilitas, sarana dan prasarana umum, serta fasilitas, karena dengan
tidak tersediannya daya dukung yang kurang baik akan terjadi pengembangan
yang tidak optimal, sehingga dibutuhkan suatu kerja sama dengan pihak-pihak
yang ada di dalamnya dengan menerapkan pendekatan Collaborative Governance
yang dinilai mampu mewujudkan percepatan dalam kawasan pariwisata dan perlu
adanya kolaborasi yang akan mengembangkan sebuah pembangunan
kepariwisataan antara lain dengan bekerja sama pihak Pemerintah dan Swasta.

Menurut jurnal (Mukti et al., 2022) dalam Buku Mah &Hills, Collaborative
governance muncul dengan sengaja diciptakan secara sadar agar melancarkan
permasalahan yang sedang menghambat dalam pekerjaan. Collaborative
governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai
instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjelasan tidak dijabarkan terperinci
jenis organisasi apa saja tergabung dalam praktek tersebut. Kerjasama antar
organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan
pengaktualisasian kapasitas masing- masing pihak.

Dalam wisata Kebun Binatang Surabaya terdapat hal yang masih perlu di
perbaiki dalam hal seperti kebersihan tempat, pemesanan tiket yang sekarang
memakai pembayaran non tunai sedangkan masih banyak pengunjung luar
Surabaya yang belum mengetahui cara pemesanan dan tidak bisa memakai
pembayaran tunai, serta memasuki area akuarium yang masih membayar lagi dan
koleksi aquarium tersebut tidak sesuai dengan deskripsi dan masih banyak ikan
yang kosong menurut komentar para masyarakat di sosial media.

Menurut jurnal dari (Ayuningtyas et. al.,2020) menegaskan bahwa perlu
adanya perbaikan dan perluasan kandang Kebun Binatang Surabaya yang harus
prioritaskan agar para satwa dapat melakukan aktivitas yang lebih maksimal dan
memiliki kestabilan mental satwa. Hal ini guna memastikan bahwa pariwisata
dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan serta membawa manfaat bagi
masyarakat sekaligus mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi, maka
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sangat perlu dilakukan pengamatan menyeluruh sebelum mengembangan
pariwisata melalui kajian pada sumber daya pendukungnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Efektivitas
Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan
tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila
suatu organisasi dapat mencapai tujuannya maka organisasi tersebut berjalan
secara efektif.
Collaborative Governance
Dalam Collaborative Governance terdapat teori menurut Anshell dan Gash
dengan 5 indikator yaitu:
1. Dialog tatap muka
Semua tata kelola kolaboratif dibangun atas dialog tatap muka antara
pemangku kepentingan. Dialog tatap muka adalah sangat penting tetapi tidak
cukup untuk kolaborasi dan dialog tatap muka lebih ke inti dari proses
memecahkan stereotipe dan hambatan dalam berkomunikasi.
2. Membangun kepercayaan
Kurangnya kepercayaan di antara pemangku kepentingan adalah titik awal
yang umum bagi kolaboratif. Proses kolaboratif tidak hanya sekedar negosiasi
tetapi juga perlu adanya membangun kepercayaan di antara para stakholders.
3. Komitmen untuk proses
Tingkat komitmen pemangku kepentingan untuk kolaborasi merupakan
variable yang penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan. Dalam
komitmen tentunya sangat erat kaitannya untuk berpartisipasi. Komitmen
proses berarti mengembangkan keyakinan dengan tawar-menawar dengan niat
yang baik untuk keuntungan bersama sehingga mencapai keberhasilan.
4. Pemahaman terhadap keputusan bersama
Dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan
pemahaman bersama mengenai hal-hal yang dapat mereka capai bersama.
Pemahaman terhadap keputusan bersama seperti tujuan bersama dengan arah
yang jelas. Pemahaman bersama juga mengenai definisi dari masalah atau
mengenai kesepakatan dalam menangani sebuah masalah.
5. Hasil yang dicapai
Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan
dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata dan mejadi pendorong dalam
membangun kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif yang dimana penelitian ini berlokasi di Perusahaan Daerah Taman
Satwa Kebun Binatang Surabaya yang menggunakan fokus penelitian dengan
pendekatan collaborative governance menurut Anshell dan Gash (2007) yaitu :
Dialog Tatap Muka (Face to face dialogue), Membangun Kepercayaan (Trust
Building), Komitmen Terhadap Proses (Commitment to The Process), Saling
Memahami (Shared Understanding, Hasil Sementara (Intermediate Outcome)
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serta menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengobservasi, wawancara, dokumentasi yang di mana metode ini akan
memberikan informasi untuk peneliti.

D. PEMBAHASAN
Dialog Tatap Muka pada Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya

Dialog tatap muka merupakan salah satu proses awal dalam kolaborasi
seperti hasil wawancara peneliti ketahui bahwa Kebun Binatang Surabaya yang
pengelolaannya dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya dengan
menggunakan indikator dialog tatap muka pada proses kolaborasi ini sudah
berjalan dengan mestinya. Sebab, adanya kolaborasi yang pastinya membutuhkan
dialog tatap muka antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kebun Binatang
Surabaya agar proses pengelolaan berjalan dengan baik.

Kolaborasi tatap muka di Kebun Binatang Surabaya tidak hanya dilakukan
dengan Pemerintah Kota Surabaya karena menurut hasil wawancara yang
disampaikan oleh pihak Kebun Binatang Surabaya bahwa proses dialog tatap
muka juga di lakukan oleh beberapa pihak yang ikut serta dalam pengelolaan dan
Kebun Binatang sendiri juga bekerja sama dengan pihak luar karena menurut
pihak Kebun Binatang Surabaya bahwa dalam proses pengelolaan pastinya Kita
juga menjalin kerja sama seperti menukar satwa dengan pihak Kebun Binatang
lainnya. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kebun Binatang Surabaya yang
dibantu oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk sekarang sudah mulai berkembang
dalam pengelolaan meskipun masih ada tahap-tahap yang harus dilakukan seperti
hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan pengunjung bahwa perlu adanya
perbaikan dalam kandang hewan, bangunan yang masih kuno, dan kebersihan.

Berdasarkan hasil peneliti, maka setiap tatap muka pihak Kebun Binatang
Surabaya selalu memberikan laporan-laporan yang harus disampaikan kepada
pihak Pemerintah Kota Surabaya jadi tidak hanya mengirimkan berupa file saja
tetapi tatap muka selalu digunakan dalam proses pengelolaan serta kerja sama
dengan pihak lainnya sehingga dapat mempermudah jalannya proses wisata
Kebun Binatang Surabaya.

Membangun Kepercayaan antar pihak terlibat dalam pengelolaan Kebun
Binatang Surabaya

Dalam proses berkolaborasi perlu dilakukan adanya membangun rasa
percaya antar stakeholders yang memiliki inti dari sebuah kepercayaan tersebut,
karena adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan
merupakan salah satu awal dalam berkolaborasi. Membangun kepercayaan dalam
pengelolaan Kebun Binatang Surabaya merupakan suatu tahap yang digunakan
untuk membentuk proses jalannya pengelolaan Kebun Binatang Surabaya antar
pihak yang terlibat agar menciptakan komitmen untuk menjalankan sebuah
kolaborasi.

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini membangun kepercayaan melalui
komunikasi secara langsung antar pihak Kebun Binatang Surabaya dan dengan
pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Dalam
membangun kepercayaan pihak Pemerintah Kota Surabaya selaku bagian yang
mengelola Kebun Binatang Surabaya memberikan masukkan dalam membantu

156



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
\ol. 3 No. 06, Nopember (2023) e-ISSN: 2797-0469

pengelolaan dengan melakukan rapat yang seperti dilakukan oleh pihak
Pemerintah Kota Surabaya yang bekerja sama dengan pihak Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya dalam membangun UMKM
karena Wali Kota Surabaya sendiri ingin memajukan UMKM yang ada di
Surabaya, maka dalam wisata Kebun Binatang Surabaya sendiri juga
membutuhkan UMKM yang akan berdagang di kawasan wisata Kebun Binatang
Surabaya setelah itu meyakinkan dan memberikan kepercayaan kepada mereka.
Kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan baik untuk membangun wisata Kebun
Binatang Surabaya serta mendukung UMKM yang ada di Surabaya.

Membangun kepercayaan menjadi prinsip bagi kolaborasi untuk dapat
berjalan sesuai tujuan bersama, maka pihak Pemerintah Kota Surabaya juga selalu
menjelaskan kepada pihak Kebun Binatang Surabaya bagaimana pengelolaan
yang baik, mengingat dulu Kebun Binatang Surabaya masih belum terkenal dan
banyak pihak pegawai belum memahami konservasi pada kebun binatang. Kebun
Binatang Surabaya sendiri melakukan proses yang sangat lama dalam
menjalankan wisata Kebun Binatang Surabaya agar maju dan dikenal semua
orang dan saat ini banyak pengunjung yang mengetahui adanya wisata Kebun
Binatang Surabaya sampai pengunjung luar juga mengetahui adanya wisata ini
juga melakukan promosi melalui sosial media yang sekarang Kebun Binatang
Surabaya aktif sekali dalam mempromosikan agar semua masyarakat minat
berkunjung.

Dengan hasil yang dilakukan selama pengelolaan Kebun Binatang Surabaya
sendiri maka perlu adanya membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat
sehingga peneliti memahami bahwa semua proses pengelolaan Kebun Binatang
Surabaya sudah cukup baik dilakukan melalui adanya kepercayaan dalam
berkolaborasi.

Membangun Komitmen Kolaborasi dalam Pengelolaan Kebun Binatang
Surabaya

Membangun komitmen merupakan hal yang paling penting dalam Langkah
proses kolaborasi. Komitmen ini tergantung kepercayaan masing-masing pihak
yang terlibat untuk mau menghormati pendapat dari semua orang dengan pihak
yang berkepentingan. Adanya sebuah komitmen yang dilakukan secara bersama
dapat menciptakan bentuk persamaan antar pihak-pihak yang terlibat dalam
mencapai keuntungan bersama.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka pihak Kebun Binatang
Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya bagaimana ada bagian sub yaitu BUMD
yang pasti melakukan adanya sebuah komitmen dalam proses kolaborasi,
sedangkan yang dilakukan oleh pihak Kebun Binatang Surabaya juga demikian
dengan pihak-pihak yang ikut dalam bekerja sama seperti hasil wawancara dengan
salah satu pegawai Kebun Binatang Surabaya yang mempunyai hasil nyata bahwa
KBS mempunya kerja sama dan menjalin komitmen dengan luar pulau yaitu
Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dalam mengembangkan dan
melestarikan satwa yang utamanya satwa liar meskipun hal yang perlu dilakukan
oleh Kebun Binatang Surabaya ini masih di awasi oleh pihak Pemerintah Kota
Surabaya. Berdasarkan hal tersebut upaya membangun komitmen sangat
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dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang komitmen ini dilakukan adanya
proses kolaborasi.

Selain dalam proses kolaborasi dengan menjalin komitmen akhirnya
masyarakat yang mengunjungi Kebun Binatang Surabaya tertarik karena ingin
mengetahui wisata Kebun Binatang Surabaya serta banyak orang warga Surabaya
yang masih minat dalam mengunjungi wisata KBS. Dari adanya komitmen ini
yang membuat proses kolaborasi dalam pengelolaan terjalin dengan baik
meskipun pengelolaan Kebun Binatang Surabaya masih perlu belajar dan
memperbaiki lagi dalam pengelolaan agar ditingkatkan lagi dan merawat Kebun
Binatang Surabaya dengan baik.

Proses Saling Memahami dengan Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan
Kebun Binatang Surabaya

Dalam penelitian ini proses untuk saling memahami pada kolaborasi perlu
dikembangkan oleh pihak yang terlibat agar tujuan dapat tercapai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada Kebun Binatang Surabaya dalam berkolaborasi dengan
pihak yang terlibat memberikan tanggung jawab untuk melakukan kolaborasi
seperti melakukan penukaran satwa yang dilakukan oleh pihak Kebun Binatang
Surabaya dengan Kebun Binatang lainnya meskipun pastinya dalam proses
kolaborasi pasti ada permasalahan tetapi pihak Kebun Binatang Surabaya
mempunyai kesadaran yang dimana saling memahami antar pihak lainnya begitu
sebaliknya.

Dengan dilakukan adanya proses pada pengelolaan pihak Kebun Binatang
Surabaya tetap melakukan laporan setiap pekerjaan yang akan dilakukan
mengenai pengelolaan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya yaitu BUMD
secara rutin seperti yang di jelaskan dalam penyajian data bahwa laporan itu
menjadi dasar pihak Pemerintah Kota Surabaya secara tertulis kepada kami
mengenai apapun meskipun mengenai permasalahan tentu saja laporan itu selalu
diberikan, karena BUMD adalah pembina Kebun Binatang Surabaya dalam
pengelolaan dan mengenai pengelolaan tersebut yang dilakukan oleh pihak Kebun
Binatang Surabaya, menurut hasil wawancara pengunjung terdapat saran atau
masukan mengenai apa yang perlu dikembangkan serta pendapat pengunjung
mengenai pengelolaan Kebun Binatang yang pengunjung tersebut ingin wisata
Kebun Binatang Surabaya dapat berkembang seperti wisata yang lainnya dengan
menjadikan destinasi wisata unggulan serta adanya menjalin komunikasi antara
pihak Kebun Binatang Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya yang saling
memahami dalam berkomunikasi maka proses pengelolaan wisata akan berjalan
dengan maksimal.

Hasil Sementara dalam Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya

Hasil sementara merupakan bentuk hubungan kolaborasi yang dilakukan
secara langsung kemudian hasil yang akan diperoleh dapat memberikan manfaat
dalam kolaborasi yang dapat dikatakan berkembang apabila mungkin membawa
keberhasilan dalam kolaborasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara secara
langsung dapat dijelaskan bahwa proses pengelolaan kolaborasi yang seharusnya
tidak sesuai atau terjadi permasalahan dalam pengelolaan Kebun Binatang
Surabaya masih memberikan keberhasilan seperti yang dilakukan pihak Kebun
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Binatang Surabaya membuka “Surabaya Night Zoo” yang dimana proses tersebut
tidak mudah untuk dilakukan dan masih banyak tahapan seperti apa yang harus
direncanakan dalam melakukan program tersebut. Surabaya Night Zoo tersebut
hanya dapat melihat aktivitas hewan nocturnal di malam hari meskipun
sebelumnya masih tidak diizinkan karena dapat mengganggu hewan lainnya tetapi
proses tersebut dapat berjalan dengan dibantu oleh travel biro untuk mengenalkan
Kebun Binatang Surabaya dan dengan adanya proses pengelolaan yang dilakukan
Kebun Binatang Surabaya terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang selama ini mendampingi
Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan wisata Kebun Binatang
Surabaya.

Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti dengan menggunakan
teori collaborative governance menurut Anshell dan Gash dengan 5 indikator
dapat dikatakan efektiv karena dengan adanya proses pengelolaan wisata Kebun
Binatang Surabaya sendiri masih tetap menjalin komunikasi dalam berkolaborasi
dengan pihak lainnya. Adapun yang dilakukan pihak Kebun Binatang Surabaya
terdapat juga komunikasi dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya yang dimana
Kebun Binatang Surabaya di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya yaitu
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang bagaimana dalam bagian
tersebut terdapat sub bagian yaitu Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membantu
proses pengelolaan serta menerima laporan setiap kegiatan yang dilakukan Kebun
Binatang Surabaya.

Kebun Binatang Surabaya merupakan wisata yang sudah lama berada di
Kota Surabaya dengan wisata tersebut sekarang sudah mulai maju yang dibantu
juga oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan dulu pihak
Kebun Binatang Surabaya belum memahami konservasi pada wisata Kebun
Binatang. Proses pengelolaan yang dilakukan bertahap dalam kolaborasi ini
pastinya terdapat permasalahan disetiap menjalin kolaborasi, tetapi pihak Kebun
Binatang Surabaya sendiri tetap bisa mengatasi dengan memberikan diskusi maka
pada beberapa proses kolaborasi ini pihak Kebun Binatang Surabaya sudah mulai
berjalan dengan melakukan Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan,
Proses Dalam Mencapai Komitmen, Pemahaman Atas Keputusan Bersama dan
Hasil Sementara kolaborasi dalam proses pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.
Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Kebun Binatang
Surabaya

Faktor penghambat merupakan kendala yang menjadi gagalnya suatu
kegiatan pada wisata Kebun Binatang Surabaya. Dari hasil wawancara peneliti
dengan informan maka dapat dikatakab bahwa Kebun Binatang Surabaya terdapat
beberapa faktor penghambat dalam proses pengelolaan meskipun wisata tersebut
sudah dikatakan baik, tetapi masih ada beberapa yang menjadi penghambat yaitu
mengenai sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam Kebun Binatang
Surabaya ini masih perlu perbaikan mengenai perbaikan kandang yang sudah
tidak layak dipakai, bangunan yang kuno dan pelu diperbaiki serta menurut hasil
dari pengamatan peneliti masih saja kebersihan yang ada di wisata Kebun
Binatang Surabaya belum baik karena masih ada pengunjung yang membuang
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sampah sembarangan dan masih ada pengunjung yang memberi makan kepada
hewan.

Adapun hal yang menjadi faktor penghambat tidak menjadikan hambatan
dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan semua
yang menjadikan hambatan dijadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya
agar dapat mencapai keberhasilan dengan usaha yang dilakukan sehingga wisata
Kebun Binatang Surabaya menjadi wisata yang berkembang.

Faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan Kebun Binatang
Surabaya

Dalam sebuah pengelolaan Kebun Binatang Surabaya terdapat faktor
pendukung yang berhasil dalam mengembangkan wisata Kebun Binatang
Surabaya salah satunya dalam mempromosikan wisata. Kebun Binatang Surabaya
saat ini masih banyak sekali pengunjung karena sudah bisa aktif dalam hal
promosi seperti yang peneliti ketahui bahwa Kebun Binatang Surabaya sudah
mempunyai akun sosial media seperti instagram dan tiktok serta membuat konten
agar dapat menarik minat pengunjung.

Adapun hal menjadi pendukung mengenai promosi wisata juga dapat
mengembangkan sebuah keberhasilan wisata Kebun Binatang Surabaya dengan
membuat pengunjung tertarik dapat memberikan hasil dana yang akan dibuatkan
dalam renovasi wisata Kebun Binatang Surabaya seperti rumah jamur yang
peneliti lihat langsung rumah jamur baru saja di riliskan karena dengan adanya
pengelolaan yang baru maka wisata Kebun Binatang Surabaya dapat berkembang
secara maksimal.

E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai collaborative governance dalam
pengelolaan Kebun Binatang Surabaya di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses berkolaborasi pihak Kebun Binatang Surabaya sudah
melakukan kolaborasi dengan mestinya meskipun pada proses kolaborasi
terdapat permasalahan yang membuat pengelolaan tersebut belum berjalan
tetapi pihak Kebun Binatang Surabaya masih tetap memberikan komunikasi
yang baik dan memberikan kepercayaan kepada pihak yang terlibat. Kebun
Binatang Surabaya sendiri dalam melakukan proses pengelolaan selalu
melaporkan hal tersebut kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya karena
apapun yang dilakukan oleh pihak Kebun Binatang Surabaya dalam proses
pengelolaan pastinya akan dibantu dan diawasi oleh pihak Pemerintah Kota
Surabaya dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam Kebun Binatang Surabaya ini masih
ada yang perlu ditingkatkan lagi seperti sarana dan prasarana yang dimana
proses pengelolaan ini pasti membutuhkan dana dengan membangun kandang
baru serta merenovasi bangunan yang sudah kuno dan kurangnya informasi
yang lebih ketat mengenai kebersihan yang ada di wisata Kebun Binatang
Surabaya. Faktor pendukung dalam Kebun Binatang Surabaya juga mulai
berkembang karena adanya promosi yang membuat minat pengunjung
sehingga banyak yang berwisata di Kebun Binatang Surabaya.

160



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
\ol. 3 No. 06, Nopember (2023) e-ISSN: 2797-0469

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019, November). COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN YANG
BERKELANJUTAN (STUDI PADA KEGIATAN PESTA RAKYAT
SIMPEDES TAHUN 2019 DI KABUPATEN PATI). In Conference on
Public Administration and Society (Vol. 1, No. 01).

Ayuningtyas, D. D., Usriyah, N. N. M., & Hardjati, S. (2020). Peran BUMD
Dalam Meningkatkan PAD Surabaya (Studi Kasus Kebun Binatang
Surabaya). Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP), 1(2).

Mukti, A., Kurniasih, Y., & Winanta, R. A. (2022). Collaborative Governance
Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa
Ngargogondo Kecamatan Borobudur. 7(2), 29-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.
https://jdih.kemenkeu.go.id/full Text/2009/10TAHUN2009UU.HTM

161



